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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir , 20 November 1992, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat
kediaman di Dusun Il, RT 000 RW 000, Desa ,
Kecamatan , Kab. Bolaang Mongondow Utara,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 26 Agustus 1987, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat
kediaman di Dusun 1ll, RT 000 RW 000, Desa ,
Kecamatan , Kab. Bolaang Mongondow Utara,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan ,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 13
Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di
rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1
(satu) orang anak yang bernama :

usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat
dean Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2016
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus di sebabkan:

- Penggugat sering dituduh berselingkuh;

- Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat;
4, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Oktober 2016 di mana Tergugat dan keluarganya mengeluarkan kata-kata
kasar dan mengusir Penggugat dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri dan sudah
berlangsung selama lebih dari 3 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai [I'tikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Brk tanggal 07 Juli
2020 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13
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Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah dinazzegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda P.;
Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah
sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut:
1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma IIl, tempat
tinggal di Dusun Il Desa Kecamatan , Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan
saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar
tahun 2014-an;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara
berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat hingga rumah orang
tua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun ini merupakan tahun
keempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah,
dikarenakan Penggugat dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain
oleh Tergugat;
- Bahwa kejadian bermula saat Penggugat belanja susu di Indomart
untuk keperluan anak, selanjutnya ketika pulang Penggugat dibonceng
oleh seorang laki-laki yang merupakan temannya, akan tetapi Tergugat
menuduh bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Penggugat;
- Bahwa saksi juga seringkali menyaksikan Tergugat membentak
Penggugat ketika keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikumpulkan di Desa
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, akan tetapi

Tergugat tetap acuh tak acuh terhadap Penggugat;
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- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016, Tergugat mengusir
Penggugat dengan menggunakan kata-kata kasar, dan sejak saat itu
pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya kekeluargaan telah ditempuh, akan tetapi tidak
berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri
rumah tangganya;
2. Saksi Il, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD),
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun | Desa Bolangitang I,
Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang
telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
berpindah-pindah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai
perselisihan pada bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
adalah seringnya orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dibentak-bentak oleh orang tua
Tergugat, karena Penggugat keluar rumah bersama orang tua
kandungnya sendiri, sementara Tergugat sedang pergi mencari nafkah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Oktober tahun 2016, dimana Penggugat diusir oleh Tergugat
beserta keluarga Tergugat untuk keluar meninggalkan rumabh;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat
agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan
keberatan;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal
40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, sesuai Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan
relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki /egal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49
Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan = Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan
kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat
kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kesatu pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Boroko telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan
Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat dapat diputus dengan Verstek;
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Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :
s e aSla M ea e JB alug adle Al s il Gl sl e
A Y s b g ali el
Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis sejak bulan September tahun 2016 disebabkan karena Tergugat
sering berkata kasar terhadap Penggugat, orang tua Tergugat seringkali ikut
campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibathya pada
bulan Oktober tahun 2016, Penggugat diusir keluar rumah oleh Tergugat
beserta keluarga besarnya, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 (tiga)
tahun. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan
dibenarkan oleh Tergugat;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis
Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, tentang perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, tentang Peradilan Agama, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah
sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya
mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) berupa Kutipan Akta Nikah,
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai
alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 tahun 1985, tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P. tersebut merupakan akta
autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (satu)
orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah
dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara

bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa pada bulan September 2016, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap
Penggugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016, Penggugat diusir keluar rumah oleh
Tergugat dan keduanya telah berpisah rumah dan tidak ada hubungan baik
lahir maupun batin;

- Bahwa upaya kekeluargaan telah ditempuh untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi
seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil
saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi
yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun
namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo.
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan
Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat yang
dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta
kejadian sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam
pernikahan yang sah sekitar tahun 2014-an, dan dan telah dikaruniai
seorang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara
bergantian di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, akan tetapi sejak September 2016 telah terjadi perselisihan
dikarenakan Tergugat yang sering berkata kasar;
4. Bahwa Penggugat diusir keluar rumah oleh Tergugat beserta keluarga
Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak Oktober 2016 lalu sampai sekarang ini dan selama itu pula antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata kasar
terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada
komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan
batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
maka dalil Penggugat tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti, ditambah keinginan kuat
Penggugat di persidangan yang sudah tidak ingin rukun lagi, hal tersebut
membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Irretrievable breakdown) dan
sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt), dengan
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demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan
perkawinan vyaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak
Oktober 2016 sampai sekarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kedua
belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang
bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup
serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing
sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan
memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat
(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat
dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam (Al Muhadzab 11: 81):
adlle uolall ade sllo lg>g) azg ll ane, pac 2inil sl
Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.
Dan Kitab Ath Thalaqg minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al

Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

axzsall slawdl jog e GUSVI ulis sis po Ml ] az Ll assaw O
all 292> ub! OIS
Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami
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isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk
menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 huruf (c) dan
Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang — Undang Nomor 1 tahun 1974,
jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta
Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat
tersebut memenuhi Pasal 119, ayat 2 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya akibat diajukan perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 23 Dzulgo’'dah 1441 Hijriah oleh Nengah Ahmad Nurkhalish,

S.E.l sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atigah, S.Sy,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Misra Madjid, S.HI. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.l. NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I

DEWI ATIQAH, S.Sy
Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 290.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).
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